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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Perkembangan dari suatu negara tentu saja terjadi karena terdapat faktor yang 

mendorong terjadinya perubahan, banyak faktor yang menjadi pendorong dari 

jalannya perkembangan dari suatu negara baik itu dari faktor  sosial budaya, ekonomi, 

teknologi, dan lain-lain. Namun dari semua faktor tersebut, faktor ekonomi dianggap 

menjadi faktor yang paling penting karena apabila kondisi perekonomian suatu negara 

tidaklah stabil, maka proses untuk menggerakan faktor pendukung yang lain akan 

menjadi terhambat akibat kurangnya pendanaan yang dimiliki. Perekonomian suatu 

negara berasal dari pendapatan yang berbagai macam sumbernya, dan pajak menjadi 

salah satu sumber pendapatan tersebut, yang dibuktikan dengan pencapaian 

penerimaan pajak di periode Juli 2022 yang telah mencapai 69,26% dari target yang 

telah ditentukan(KEMENKEU, 2022:8) 

Pajak dapat dikatakan sebagai sebuah sumber penerimaan pendapatan negara 

yang paling besar terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia , pada APBN 

tahun 2022 per Agustus 2022, diketahui bahwa sumbangsi pajak terhadap pendapatan 

negara adalah sebesar Rp. 1.213,53 triliun, dari nilai tersebut jumlah nilai pendapatan 

pajak tersebut adalah sebesar 68.02% dari target Perpres 98 Tahun 2022 serta 

mengalami pertumbuhan sebesar 53,82% (KEMENKEU, 2022:8) Jika dilihat dari 

jumlah kontribusi pajak yang sangat besar tersebut apabila terjadi penurunan pada 

penerimaan pajak maka hal tersebut juga akan mempengaruhi besaran nilai APBN 

pada tahun berikutnya. Dengan demikian tercapainya target penerimaan pajak menjadi 
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suatu keharusan yang harus terlaksana, dikarenakan pada proses pemungutan pajak 

baik itu pajak daerah maupun pajak pusat seringkali kali mengalami hambatan dalam 

proses pemungutannya sehingga pada akhirnya menyebabkan realisasi terhadap 

penerimaan pajak masih belum bisa memenuhi target penerimaan. Terdapat banyak 

hal yang menjadi penyebab terjadinya hambatan ataupun penyebab tidak tercapainya 

target penerimaan pajak, sehingga  fokus pada penelitian ini adalah yang berkaitan 

dengan pelayanan pajak yang diberikan. 

Pelayanan yang bersifat publik dapat di definisikan sebagai kegiatan pemberian 

pelayanan atau melayani keperluan dari masyarakat maupun organisasi lain yang 

memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut dengan tetap mengikuti aturan dan 

tata cara yang telah ditentukan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada penerima 

pelayanan(Purwanto, et.al, 2016:12), sehingga pada pelaksanaannya proses pemberian 

pelayanan haruslah baik dan benar. Pelayanan yang diberikan sering kali dijadikan 

acuan ataupun aspek yang dijadikan objek penlaian terhadap organisasi atau instansi 

yang bersangkutan, karena semakin baik pelyanan yang diberikan mengindikasikan 

bahwa organisasi tersebut merupakan sebuah organisasi yang baik, begitupun 

sebaliknya. Pelayanan hampir terdapat di seluruh instansi pemerintahan pusat maupun 

daerah terutama pada instansi yang bergerak pada bidang pemberian jasa, salah satu 

contoh instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan pada kegiatan sehari-

harinya adalah instansi yang mengurusi urusan perpajakan. Kegiatan pemungutan 

pajak memiliki kaitan erat dengan kegiatan pelayanan, hal ini dikarenakan dalam 

proses pemungutan pajak, para wajib pajak biasanya langsung mendatangi kantor 

pelayanan pajak terdekat, sehingga pemberian pelayanan yang prima sangatlah 

diperlukan agar para wajib tersebut tidak mengalami kendala ketika melakukan 
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pembayaran pajak. Karena pelayanan prima menurut Daryanto dan Setyobudi (dalam 

Silvia, 2018:4) adalah sebuah pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh perusahaan 

untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam maupun 

di luar perusahaan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan sendiri ternyata bukan hanya 

dialami oleh Indonesia saja, namun ternyata banyak juga negara – negara di belahan 

bumi lain yang mengalami permasalahan perpajakan, dan salah satu contoh tersebut 

adalah negara Yaman. Yaman merupakan salah satu negara yang berada di kawasan 

Asia, seperti yang diketahui Yaman sendiri berada di lingkungan negara-negara yang 

perekonomiannya tergolong tinggi, namun ternyata di balik itu semua ternyata Yaman  

masih berurusan dengan permasalahan pajak yaitu ketidakpatuhan pajak oleh wajib 

pajak yang disebabkan oleh kualitas layanan yang masih rendah. Berdasarkan survei 

terhadap wajib pajak perihal apa yang menjadi penyebab dari terjadinya permasalahan 

ketidakpatuhan itu sendiri tenyata diketahui bahwa disebabkan oleh kualitas pelayanan 

yang diberikan masih tergolong rendah (Al-Ttaffi & Abdul-Jabbar, 2016:11). Kendala 

admisnitartif juga merupakan suatu ancaman bagi penerimaan pajak terutama di 

negara berkembang, kendala yang sering kali dihapadi adalah pemasalahan yang 

berkaitan dengan infrastruktu modern, seperti pemanfaatan IT yang belum maksimal 

dan kurangnya tenaga staf ahli. Uganda merupakan contoh dari negara berkembang 

yang memiliki permasalahan serius terkait pengelolaan dan pengumpulan data serta 

informasi yang ada (Mills, 2017:15.). Melihat permasalahan yang terjadi di negara 

Yaman tersebutlah yang memperkuat penyebab dari permasalahan perpajakan yang 

terjadi di Indonesia sendiri juga disebabkan oleh kualitas pelayanan yang diberikan 

masih terbilang rendah.  
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Penyebab dari timbulnya permasalahan dari penerimaan pajak juga dapat 

disebabkan oleh permasalahan sosial, salah satunya seperti pandemi Covid-19 yang 

melanda seluruh dunia yang telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga sampai saat 

ini. Pengaruh dari Pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri memberi pengaruh yang 

signifikan terhadap perekonomian di Indonesia yang di mana menyebabkan 

perekonomian tumbuh negatif sebesar 0,4% (Hamzah et.al, 2021:387). Lesunya 

pertumbuhan ekonomi yang tentu saja juga mempengaruhi kepatuhan dari masyarakat 

untuk membayar pajak inilah juga yang menjadi penyebab dari permasalahan dari 

penerimaan pajak selain dari pelayanan yang diberikan. 

Indonesia sendiri merupakan negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 1 ayat 3, tentu saja hak dan kewajiban warga negaranya sangat dijunjung 

tinggi dan diapandang sama di depan hukum, sehingga warga negara dapat 

mejalankan hak dan kewajibannya secara aman dan nyaman. Salah satu kewajiban 

dari warga negara itu sendiri adalah membayar pajak, landasan hukum tentang pajak 

tersendiri tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23a yang berbunyi 

“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dalam undang-undang”. yang dapat disimpulkan bahwa pajak sendiri adalah iuran 

wajib yang sifatnya memaksa dan setiap warga negara berkewajiban untuk 

membayar pajak yang nantinya uang dari hasil pembayaran pajak yang telah 

diperoleh kemudian akan dimasukan ke dalam kas negara, pajak sendiri telah 

dijelaskan bahwa sifatnya memaksa dan tidak dapat untuk dihindari, maka apabila 

ada kesengajaan dari masyarakat untuk tidak membayar pajak bahkan sampai 

melakukan penghindaran pajak, maka tentu saja akan dikenakan sanksi yang berlaku. 

Pajak juga dianggap sangat penting bagi kemajuan serta perkembangan dari suatu 
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negara, dikarenakan pajak menjadi sumber dari pendapatan dan pembiayaan negara, 

dana yang diambil dari pendapatan pajak tersebut akan dijadikan menjadi anggaran 

belanja negara yang tentu saja dengan dana tersebut mampu menggerakan 

perekonomian sebuah negara, namun apabila ketaatan wajib pajak dalam membayar 

pajak masih rendah, maka tentu saja gerak laju pereknomian suatu negara akan 

terhambat, hal ini dikarenakan penerimaan pajak memberikan pengaruh positif 

terhadap PDB Indonesia yang berarti semakin meningkat realisasi penerimaan pajak 

maka laju perekonomian akan semakin baik (Sumaryani, 2019:23), juga ada 

beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak menjadi malas untuk membayarkan 

pajak, salah satunya merupakan permasalahan yang menyangkut tentang pelayanan 

yang diberikan. Kualitas dari pelayanan pajak yang diberikan dianggap menjadi salah 

satu penyebab dari rendahnya penerimaan pajak yang ada, hal ini dikarenakan minat 

seorang wajib pajak dalam membayar besaran pajaknya juga ditentukan dari kualitas 

pelayanan yang mereka terima karena jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang 

memuaskan tentu saja hal itu bisa meningkatkan semangat dari para wajib pajak 

untuk membayar pajak, sedangkan apabila pelayanan yang diterima dianggap kurang 

memuaskan bahkan terkesan buruk, maka para wajib pajak menjadi malas untuk 

membayar pajaknya dan bukan tidak mungkin wajib pajak tersebut akan memberikan 

pengaruh yang akan menyebabkan wajib pajak lain juga tidak membayar pajak 

dikarenakan pelayanan yang kurang baik. 

Penelitian ini sendiri berfokus kepada analisis terhadap strategi yang 

diterapkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang sendiri sebelumnya masih 
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bernama Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, per tanggal 2 

Desember 2022 BPPD mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan 

Pendapatan Daerah Kota Palembang setelah dilakukan pergantian nama dan 

pengukuhan ulang oleh Walikota Palembang yang tercantum pada Peraturan 

Walikota Palembang No 64 Tahun 2022. Alasan peneliti memilih fokus penelitian 

pada bidang dan lokasi ini sendiri dikarenakan Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) sendiri merupakan salah satu sumber penting dalam 

pendapatan penerimaan pajak melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu 

dalam bidang pajak ini juga memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin 

melakukan pembayaran Pajak BPHTB. Alur pelayanan pada Sub Bidang BPHTB 

pada Badan Pendapatan Daerah secara garis besar sendiri terdiri dari 3 tahapan 

layanan, yaitu proses Penginputan Data. Proses ini merupakan tahapan yang pertama 

kali dilakukan oleh wajib pajak pada proses ini data dari wajib wajib pajak di input 

kedalam sistem guna di lakukan pencatatan dan pencocokan data.  

Proses Penyerahan Berkas. Setelah melalui proses penginputan data, wajib 

pajak kemudian melakukan penyerahan berkas SSPD BPHTB  kepada loket 1. Dan 

yang terkahir adalah proses Pengambilan Berkas. Setelah berkas telah selesai 

diproses dan telah dilakukan penomoran terhadap berkas SSPD BPHTB, wajib pajak 

kemudian dapat mengambil berkas tersebut di loket 2. 

Berdasarkan banyaknya jumlah loket pelayanan yang harus dilalui oleh 

masyarakat dalam mengurus Pajak BPHTB, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan aspek penting dalam Sub Bidang BPHTB. Sama seperti instansi-instansi 

lainnya, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terutama pada Sub Bidang BPHTB 

pastinya memiliki target tahunan yang harus dipenuhi. Target penerimaan pajak 
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tahunan ini sendiri menjadi acuan pertimbangan terutama bagi Kepala BAPENDA 

Kota Palembang dalam menentukan Langkah dan kebijakan apa yang harus diambil 

guna meningkatkan kinerja untuk 1 tahun kedepan. Bidang Pajak BPHTB dalam 

kegiatan sehari-harinya tentu saja memiliki target yang harus dicapai, dan berikut ini 

merupakan target penerimaan pajak BPHTB dari tahun 2019 – 2021. 

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB Kota 

Palembang Tahun 2019 - 2021 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2019 Rp. 378.040.000.000 Rp. 126.917.174.831 33,57% 

2020 Rp. 482.100.000.000 Rp. 205.245.599.382 42,57% 

2021 Rp. 456.620.783.782 Rp. 177.071.794.505 38,78% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2022 

Pada tabel 1.1 tersebut dapat terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir ini realisasi 

dari penerimaan Pajak BPHTB ini sendiri tidak dapat memenuhi target penerimaan 

tahunan yang telah ditargetkan sebelumnya. Permasalahan belum tercapainya target 

penerimaan Pajak BPHTB ini menjadi persoalan serius yang harus segera dicari 

penyebab dan jalan keluarnya, bidang Pajak BPHTB sendiri menargetkan penerimaan 

pajak adalah sebesar 100%. Namun apabila dilihat pada tabel di atas, pencapaian 

penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir tidak pernah mampu untuk mencapai target 

yang telah ditentukan, bahkan jumlah penerimaan pajak di tahun 2020 tidak mampu 

untuk mencapai setengah dari target penerimaan pajak. Untuk tahun 2022, target 

penerimaan pajak Sub Bidang BPHTB adalah sebesar Rp. 245 miliar melihat 

penerimaan pada periode triwulan ke-4 di bulan Oktober ini, besaran pajak yang 
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diterima baru mencapai sebesar Rp. 160 miliar (BPPD, 2022). Pada dasarnya sistem 

pemungutan pajak di Indonesia ini sudah tergolong mudah, hal ini dibuktikan dengan 

adanya kebijakan dalam pemungutan pajak berupa sebuah cara yang disebut dengan 

Self Assessment System, system ini  memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk 

mengurus keperluan pajaknya sendiri mulai dari menghitung besaran pajak hingga 

proses pembayaran pajak mereka sendiri. Dilihat dari kemudahan tersebut tentu dapat 

mendorong kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, sehingga 

peneliti di sini berfokus kepada kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh Sub 

Bidang BPHTB kepada wajib pajak sebagai penyebab dari permasalahan yang terjadi. 

Pemberian pelayanan pada sektor pajak seringkali dianggap sepele oleh sebagian 

orang, padahal kenyataannya pelayanan pada sektor pajak juga sama pentingnya 

seperti pada bidang-bidang lainnya, karena semakin baik dan berkualitasnya 

pelayanan yang diberikan tentu saja akan meningkatkan performa instansi tersebut dan 

tidak lupa penilaian dari masyarakat yang didapatkan oleh instansi akan semakin baik 

pula. Bukan tidak mungkin penerimaan pajak juga ditentukan dari baik buruknya 

proses pemberian pelayanan yang diberikan oleh Sub Bidang BPHTB, hal ini 

dikarenakan berdasarkan sifat alamiah dari manusia yang apabila kualitas dari 

pelayanan yang diberikan dianggap kurang memuaskan maka orang tersebut akan 

merasa malas dan tidak ingin untuk membayar pajaknya, namun apabila kualitas 

pelayanan yang diberikan sudah memuaskan, hal tersebutlah yang dapat mendorong 

para wajib pajak untuk taat membayar pajak. 

BPPD Kota Palembang atau sekarang yang berubah nomenklatur menjadi 

BAPENDA Kota Palembang pada tahun 2021 periode Juli sampai dengan Desember 

telah melakukan perhitungan ataupun analisis terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat 
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atau IKM pada unsur pelayanan yang ditunjukan dengan hasil dari survey IKM 

tersebut adalah sebagai berikut, 

Tabel 1.2. Hasil Analisis IKM Terhadap Unsur Pelayanan Pada 

BAPENDA Kota Palembang Juli – Desember 2021 

No Unsur Pelayanan 
Nilai Rata-rata 

Semester II 

U1 Persyaratan 3,40 

U2 Prosedur  3,68 

U3 Waktu Pelayanan 3,68 

U4 Biaya / Tarif  3,88 

U5 Produk Layanan 3,52 

U6 Kompetensi Pelaksana  3,48 

U7 Perilaku Pelaksana  3,52 

U8 Penanganan Pengaduan 3,92 

U9 Ketersediaan Sarana dan Prasarana 3,96 

Sumber : Indeks Kepuasan Masyarakat BPPD Kota Palembang 2021 

 

Berdasarkan uraian data di atas kemudian hasil tersebut dipilah Kembali 

sehingga menemukan unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah, dan unsur 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1.3. Unsur Pelayanan Terendah Menurut Analisis IKM Terhadap 

BAPENDA Kota Palembang Periode Juli – Desember 2021 

 

No  Unsur Pelayanan Terendah Tindakan  

1 Persyaratan  Keluhan : persyaratan terlalu banyak 

Tindak lanjut : akan merefisi persyaratan 

yang berlaku agar proses pembayaran lebih 

cepat. 

2 Prosedur  Keluhan : terlalu berliku – liku 
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No  Unsur Pelayanan Terendah Tindakan  

Tindak lanjut : proses prosedur pembayaran 

akan kita buat lebih ringkas dan jelas. 

3 Waktu Pelayanan Keluhan : Proses pelayanan yang lama. 

Tindak lanjut : meningkatkan kemapuan 

petugas pelayanan agar lebih tanggap dan 

cekatan dalam melakukan proses pelayanan. 

Sumber : Indeks Kepuasan Masyarakat BPPD Kota Palembang 2021 

Menurut uraian di atas bisa dilakukan penarikan kesimpulan bahwa masih 

terdapat unsur pelayanan yang masih rendah, yang tentu saja unsur pelayanan yang 

masih rendah tersebut memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kepuasan 

yang dirasakan oleh masyarakat. Jika diperhatikan lebih teliti lagi, maka akan 

diketahui bahwa penyebab dari permasalahan ini disebabkan oleh  faktor internal dan 

eksternal instansi terkait, sehingga diperlukannya analisis yang dapat mengamati 

secara mendalam kedua jenis faktor dan juga menemukan jalan keluar dengan 

memanfaatkan tiap kemungkinan yang ada. Melihat pentingnya strategi dalam 

meningkatkan  pelayanan Sub Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Palembang peneliti akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana 

strategi yang dilakukan dalam melakukan peningkatan pelayanan Pajak BPHTB pada 

BAPENDA Kota Palembang. Dengan penelitian yang berjudul “Penerapan 

Manajemen Strategi dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang”. Hal 

tersebut dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh dari manajemen strategi dalam 
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penerapan strategi oleh Sub Bidang  BPHTB pada BAPENDA Kota Palembang guna 

meningkatkan pelayanan yang mereka miliki.  

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Menurut uraian pada latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan 

bahwa permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan manajemen 

strategi dalam upaya peningkatan pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang? 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Menurut penjelasan dari uraian permasalahan di atas, maka bisa disimpulkan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen strategi pada 

strategi yang digunakan oleh Sub Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Palembang dalam meningkatkan pelayanan yang ada.  

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian 

ini: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapakan bisa menghasilkan sebuah sumbangan 

pemikiran guna melengkapi serta untuk menjadikan Ilmu Administrasi Publik 

semakin berkembang, khususnya kepada konsentrasi Manajemen Sektor 

Publik sehingga mampu menjadi dukungan bagi peneliti dan juga orang lain 

yang memliki ketertarikan untuk melakukan penelitian pada bidang penelitian 

ini.  
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian yang dilakukan kali ini diharapkan mampu memberikan wawasan, 

masukan, serta menjadi pertimbangan bagi Sub Bidang BPHTB pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Palembang mengenai strategi peningkatan kualitas 

pelayanan. 
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